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 BUPATI SAMPANG 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR : 9 TAHUN 2014 

Kk 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 25A TAHUN 2011 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

bahwa Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut 

Pajak dan Retribusi;  

b. bahwa dengan dilimpahkannya Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi Pajak Daerah, 

maka perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 25A 

tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Sampang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 

Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3569); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 

Tambahan lembaran Negara Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran   Negara  Tahun  2005   Nomor  165,   

Tambahan   Lembaran Negara 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 

119, tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 



- 3 -  
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007, dan diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 

13 tahun 2006; 

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 

tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2011 Nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2011 Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2011 Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7); 

18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 25A Tahun 2011 tentang 

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten 

Sampang Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2013 Nomor 10 ); 

   

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERTURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 25A TAHUN 2011 TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

 

 

 

Pasal  I….. 
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Pasal  I 

 

Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Sampang Nomor 25A tahun 2011 

tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2011 Nomor 25A), diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) setelah huruf e ditambahkan 1 huruf  yaitu huruf f, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4 

 

(1) Insentif diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana 

Pemungut Pajak dan Retribusi 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan 

kepada : 

a. Bupati; 

b. Wakil Bupati; 

c. Sekretaris Daerah; 

d. Pejabat dan Pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

Keuangan dan Aset yang melaksanakan pemungutan Pajak sesuai dengan 

tanggung jawab masing-masing; 

e. Pejabat dan Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan pemungutan Retribusi; 

f. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan 

kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga 

lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  

 

 

 

 

Agar supaya…… 
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Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.  

 

Ditetapkan di   : Sampang 

Pada tanggal   : 3    Maret    2014 

 

 BUPATI SAMPANG 

  

 

A. FANNAN HASIB 

 

Diundangkan di :  Sampang 

pada tanggal   :   3    Maret    2014 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

            PUTHUT BUDI SANTOSO,SH.,MSi 
                            Pembina Tk I 

      NIP.  19610114 198603 1 008 
 

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor  : 9 

 

 

 

 


